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Abstrak 
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang meningkat hingga 0,78% pertahun dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 1.182 jiwa/km2. Kenaikan jumlah penduduk yang signifikan ini seiringan dengan jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Jombang yang mengalami penyusutan pada 10 tahun terakhir hingga mencapai 9,1%. Penyusutan luas lahan jika tiada disikapi dengan bijak bisa menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas pangan, serta terganggunya stabilitas ketahanan pangan regional maupun nasional. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna 1) Mengetahui bagai status daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang, 2) Mengetahui proyeksi daya dukung lahan di Kabupaten Jombang pada tahun mendatang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara penelitian literatur pada laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang sebagai sumber informasi ditambah dengan wawancara pada narasumber sebagai informasi tambahan. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan rumus perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan membandingkan angka ketersediaan lahan dengan angka kebutuhan lahan guna hidup layak perpenduduk. 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa status daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang berada dalam kondisi defisit. Defisit ini terjadi karena kebutuhan lahan yang diperlukan untuk menunjang aktivitas penduduk, baik dalam aspek pangan, pemukiman, maupun kebutuhan lainnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang tersedia. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan masyarakat secara optimal pada saat ini, dan diperkirakan kondisi ini akan terus berlanjut hingga 20 tahun mendatang 

Kata Kunci:  Daya dukung lahan, proyeksi daya dukung lahan, tanaman pangan, Kabupaten Jombang
Abstract 
The population growth rate in Jombang Regency has increased by 0.78% per year, with a population density reaching 1,182 people/km2. This significant population growth is accompained by a reduction in agricultural land area over the past 10 years, which has declined by up to 9.1%. if this reduction in agricultural land is not addressed wisely, it may lead to a decline in both the quality and quantity of food, and potentially disrupt the stability of regional and national food security. This study aims to 1) determine the current status of agricultural land carrying capacity in Jombang Regency, and 2) project the land carrying capacity for future years.

This research employs a quantitative descriptive method. Data collection was carried out through literature penelitianes from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Jombang Regency as the main information source, supported by interviews with relevant informant. The data obtained were than analyzed using the land carrying capacity calculation formula based on the Indonesian Minister of Environtment Regulation No. 17 of 2009 concerning Guidelines for Determining Environmental Carrying Capacity, by comparing land availability with the land requirement per person for a decent standard of living.

The findings of this study indicate that the status of biocapacity in Jombang Regency is currently in a deficit condition. This deficit occurs because the land required to support population activities, including food production, settlements, and other needs, exceeds the available land capacity. The imbalance between demand and availability shows that Jombang Regency is unable to adequately meet the population’s land requirements at present, and this condition is projected to persist for the next 20 years. 

Keywords:  GRDP, Location Quotient, Sidoarjo Regency, Leading Sectors
PENDAHULUAN 

Lahan merupakan komponen fundamental yang menopang keberlangsungan hidup makhluk hidup. Sugiyanto (2016) menjelaskan bahwa lahan mencakup wilayah di permukaan bumi dengan karakteristik tertentu, meliputi unsur iklim, batuan, tanah, topografi, hidrologi, dan biologi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, lahan berperan sebagai penopang berbagai aktivitas, terutama pada sektor perekonomian, pertanian, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur. Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan memiliki potensi sebagai lahan produksi, yang salah satu hasil utamanya adalah tanaman pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mengklasifikasikan lahan pertanian ke dalam dua kategori utama, yaitu lahan sawah dan lahan non-sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian berbentuk petakan yang dibatasi galengan dan digunakan untuk mengatur distribusi air. Sementara itu, lahan non-sawah adalah lahan yang tidak memiliki petakan, umumnya bersifat kering, dan biasanya digunakan untuk menanam tanaman semusim seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah. Dalam perspektif ekologi dan geografi lingkungan, lahan hayati (biocapacity) didefinisikan sebagai kemampuan suatu ekosistem untuk menghasilkan sumber daya hayati yang dapat diperbarui serta menyerap limbah yang dihasilkan manusia, termasuk emisi karbon dioksida, dalam batas keberlanjutan. 

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional (Safitri, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Jawa Timur menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut-turut sejak 2020. Kementerian Pertanian mencatat bahwa provinsi ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan luas lahan mencapai 2,29 juta hektare (Rozci, 2023).

Namun, potensi tersebut menghadapi tantangan akibat pesatnya pembangunan, khususnya di wilayah tengah Jawa Timur, yang berkontribusi terhadap penyusutan lahan pertanian, hutan, dan lahan tidur (Hariyanto, 2017). Dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, enam kabupaten tercatat mengalami penurunan luas sawah terbesar, yaitu Kabupaten Tuban, Sampang, Bojonegoro, Lamongan, Jember, dan Jombang (Rozci, 2023).

Kabupaten Jombang merupakan bagian dari lumbung pangan Jawa Timur yang dikenal sebagai sentra produksi padi dan beras (Chofifah, 2019). Secara administratif, wilayah ini terletak pada koordinat 7°20’37”–7°46’45” Lintang Selatan dan 112°03’45”–112°27’21” Bujur Timur, dengan topografi yang terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Dari total 21 kecamatan, hanya Kecamatan Wonosalam yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 459 mdpl. Berdasarkan karakteristik fisik tanahnya, Kabupaten Jombang terbagi menjadi tiga kawasan utama. Kawasan Utara, yang terletak di utara Sungai Brantas, merupakan pegunungan kapur dengan fisiografi mendatar hingga berbukit lipatan struktural, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan. Kawasan Tengah, berada di selatan Sungai Brantas, merupakan lahan pertanian produktif dengan sistem irigasi memadai sehingga cocok untuk padi dan palawija, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Diwek, Gudo, Sumobito, Mojoagung, Peterongan, Jogoroto, Jombang, Megaluh, Kesamben, dan Tembelang. Sementara itu, Kawasan Selatan yang berada di tenggara Kabupaten Jombang memiliki dataran lebih tinggi yang sesuai untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.

Penggunaan lahan hayati di Kabupaten Jombang terbagi menjadi dua jenis yakni lahan pertanian meliputi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering serta lahan bukan pertanian meliputi lahan pemukiman, industri, serta lahan terbangun lainnya. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Jombang adalah petani dengan jumlah 108.647 orang (BPS, 2024). Tanaman padi menjadi komoditi tanaman pangan terbesar dengan luas panen mencapai 73.010 Ha dengan jumlah produksi mencapai 456.169 ton. Selain tanaman padi, terdapat juga komoditi tanaman pangan lain yakni jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, serta ubi kayu. Kabupaten Jombang mempunyai luas 1159,50 Km2 yakni menduduki sekitar 2,4% dari luas Provinsi Jawa timur. Besaran luas ini menempatkan Kabupaten Jombang di urutan ke-8 dengan luas wilayah paling kecil dibanding wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. 

Berdasarkan Tabel 1, luas lahan pertanian di Kabupaten Jombang tercatat mencapai 89.794 hektare, namun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 9,1%. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya luas lahan non-pertanian yang mencapai 26.156,20 hektare (BPS, 2024).

Tabel 1 Luas Lahan Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Jombang Tahun 2014-2023

	Tahun
	Lahan Pertanian (Ha)
	Lahan Bukan Pertanian (Ha)

	2014
	100.316
	15.634

	2015
	100.366
	15.584

	2016
	100.344
	15.606

	2017
	100.341
	15.609

	2018
	100.338
	15.612

	2019
	100.338
	15.612

	2020
	100.338
	15.612

	2021
	96.709
	19.241

	2022
	91.436
	24.514

	2023
	89.794
	26.156


Sumber : BPS Kabupaten Jombang

Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan lahan hayati, di mana sebagian besar lahan yang sebelumnya digunakan untuk mendukung aktivitas produksi pangan dialihfungsikan menjadi kawasan non-pertanian. Alih fungsi lahan hayati pertanian yang tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi pangan, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional (Hidayat, 2020). Selain berdampak pada aspek ekologis, degradasi lahan hayati juga membawa implikasi sosial-ekonomi, seperti perubahan orientasi ekonomi masyarakat serta pergeseran pola sosial kehidupan (Winoto, 2005).

Hal ini sejalan dengan penelitian Maharani et al. (2024) yang menemukan bahwa perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Jombang, khususnya di wilayah perkotaan Diwek, secara signifikan dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur. Studi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan lahan hayati yang tidak berkelanjutan dapat mempercepat degradasi lahan pertanian, mengurangi kapasitas produksi pangan, serta menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan tingkat peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase (BPS, 2023). Di Kabupaten Jombang, laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010–2020 mencapai 9,37%, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 0,90% sejak tahun 2010 (Priyambodo, 2021). Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Jombang telah mencapai 1.370.510 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,78% per tahun serta kepadatan penduduk mencapai 1.182 jiwa/km² (BPS, 2024). Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya, khususnya terhadap pemanfaatan lahan hayati.

Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar pula tekanan terhadap lahan hayati, terutama lahan pertanian, yang rentan mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan infrastruktur. Kondisi ini bukan hanya mengurangi ketersediaan lahan untuk produksi pangan, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan ekosistem serta ketahanan pangan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh et al. (2019) menegaskan bahwa di Kabupaten Jombang, perubahan penggunaan lahan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk berdampak pada penurunan luasan lahan sawah produktif, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lahan hayati.

Ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketersediaan pangan, sebab ketersediaan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Selama ini, produksi pangan di Indonesia masih didominasi oleh tanaman padi yang dibudidayakan di lahan sawah, baik sawah irigasi maupun tadah hujan. Namun, meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan pertanian menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penurunan produktivitas lahan hayati yang secara langsung berpengaruh terhadap ketersediaan pangan nasional. Jika fenomena konversi lahan pertanian terus berlanjut tanpa adanya pengendalian, maka bukan hanya produktivitas pertanian yang menurun, tetapi juga daya dukung lingkungan serta keberlanjutan lahan hayati akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan hayati dan kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (Hidayat, 2020).

Sejalan dengan penelitian Rosidah et al. (2022) yang mengkaji dinamika penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Jombang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan lahan hayati pertanian akibat tekanan pembangunan menyebabkan penurunan luasan lahan produktif serta mengancam keberlanjutan produksi komoditas unggulan daerah. Hal ini menegaskan bahwa pengendalian alih fungsi lahan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlangsungan lahan hayati sebagai penopang ketahanan pangan.

Analisis dan proyeksi daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam memahami keseimbangan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) lahan pertanian, baik pada kondisi saat ini maupun di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, serta keseimbangan antar keduanya. Regulasi tersebut menekankan bahwa penentuan daya dukung harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya alam serta kebutuhan masyarakat agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Dalam konteks daya dukung lingkungan, lahan hayati pertanian memiliki fungsi strategis sebagai sumber produksi utama, baik komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan, maupun komoditas non-pangan. Keberlanjutan lahan hayati pertanian harus dijaga, sebab tekanan dari pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan dapat menurunkan kapasitas lahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis proyeksi daya dukung lahan hayati sangat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Maharani et al. (2024) yang mengkaji perubahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwa tingginya tekanan pembangunan telah mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya lahan hayati produktif dan menurunnya daya dukung lingkungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis daya dukung lahan hayati agar pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan ketahanan pangan masyarakat.


Status daya dukung lahan hayati suatu wilayah perlu dianalisis untuk mengetahui apakah berada dalam kondisi surplus atau defisit. Surplus menunjukkan ketersediaan lahan hayati masih mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan penduduk, sedangkan defisit berarti ketersediaannya tidak lagi mencukupi. Hal ini sejalan dengan pendapat Darma et al. (2023) yang menyatakan bahwa analisis daya dukung lahan penting dilakukan untuk mengukur keseimbangan antara supply dan demand pangan. Pada dasarnya, lingkungan memiliki kapasitas yang terbatas dalam menunjang kehidupan manusia. Apabila pemanfaatan sumber daya melebihi daya dukungnya dalam periode waktu tertentu, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekologi yang berujung pada kerusakan lingkungan (Azizah, 2022). Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan hayati menjadi tantangan penting yang memerlukan pengelolaan bijak, agar pemanfaatan lahan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan tetap mendukung kesejahteraan masyarakat.


Permasalahan mengenai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan menunjukkan pentingnya kajian terkait daya dukung lahan hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya dukung lahan hayati  agar keberlanjutannya dapat dipertahankan, sehingga dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Daya Dukung Lahan Hayati Berdasarkan Hasil Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang”.
METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif guna menggambarkan status daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang dengan menggunakan perhitungan jumlah ketersediaan serta kebutuhan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jombang yang berada pada titik koordinat di antara 7o 20’37”– 7o 46’45” Lintang Selatan serta 112o 03’45”–112o 27’21” Bujur Timur. Objek penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang berupa data penduduk dari tahun 2014-2023 serta data produksi komoditas tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau serta kacang tanah. Data sekunder yang telah diperoleh nantinya akan diolah serta kemudian diproyeksikan
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang berperan sebagai pengepul hasil pertanian. Informan tersebut meliputi pengepul tanaman palawija seperti padi dan jagung, pengepul tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai, serta pengepul tanaman umbi-umbian yang mencakup ubi kayu dan ubi jalar. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai harga produsen dari masing-masing komoditas pertanian yang dikelola oleh pengepul. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber resmi dan terpercaya. Salah satunya adalah publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, khususnya melalui dokumen Kabupaten Jombang dalam Angka Tahun 2024, yang menyajikan data statistik mengenai kependudukan, pertanian, ekonomi, dan aspek sosial lainnya. Data ini digunakan sebagai referensi utama untuk melihat kondisi faktual wilayah penelitian secara makro
Analisis yang digunakan diuraikan sebagai berikut:
1. Ketersediaan Lahan
Rumus perhitungan ketersediaan lahan sebagai berikut:
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Keterangan :

SL 
= Ketersediaan lahan (ha)

Pi 
= Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung pada jenis komoditas) Komoditas yang diperhitungan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta perikanan

Hi
 = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

Hb = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

Ptvb= Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan guna menyetarakan produk bukan beras dengan beras adalah harga.
2. Kebutuhan Lahan
Perhitungan kebutuhan lahan berdasarkan pola konsumsi melalui rumus berikut :

DL
= N x KHLL

Keterangan :

DL 
= Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N

 = Jumlah penduduk (orang)

KHLL
= Luas lahan yang diperlukan guna kebutuhan hidup layak per penduduk.
3. Status Daya Dukung Lahan Hayati
Penghitungan status daya dukung lahan hayati yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan wilayah dapat berlangsung seimbang, berkelanjutan, dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup
4. Proyeksi Daya Dukung Lahan
Berikut rumus yang digunakan di dalam proyeksi geometric :

Pt = P0 (1+r)t  

Keterangan :

Pt
= jumlah penduduk awal pada tahun proyeksi (jiwa)

P0
= jumlah penduduk awal pada tahun dasar (jiwa)

r
= laju pertumbuhan penduduk 

t
= selisih di antara tahun proyeksi dengan tahun dasar (tahun)
HASIL PENELITIAN
Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, baik lahan pertanian maupun non-pertanian, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selama periode 2013–2023, luas lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 9,1%, sementara lahan non-pertanian meningkat hingga 26.156,20 hektare. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Jombang tercatat sebanyak 1.370.510 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,78% per tahun dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.182 jiwa per km². Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan permasalahan serius, mulai dari menurunnya ketahanan pangan hingga terganggunya keseimbangan ekologi.

Penurunan luas lahan pertanian tersebut akan diperjelas melalui analisis spasial berbasis peta land use 5 tahunan. Peta ini memberikan gambaran visual mengenai dinamika perubahan penggunaan lahan di berbagai kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi pola konversi lahan yang dominan dan wilayah mana saja yang mengalami tekanan penggunaan lahan paling tinggi. Sebagai contoh, wilayah perkotaan seperti Kecamatan Jombang, Peterongan, dan Mojoagung cenderung mengalami percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial. Sementara itu, kecamatan dengan lahan subur di kawasan tengah seperti Mojowarno masih relatif bertahan sebagai sentra produksi pangan, meskipun tetap menghadapi tekanan konversi lahan akibat pertumbuhan permukiman.

Tabel 1 Deskripsi Peta Land Use 2013, 2015, dan 2020

	Jenis
	Luasan Dalam m2

	
	2013
	2015
	2020

	Lahan Pertanian
	515507400
	546544800
	485136000

	Lahan Pertanian Non Sawah
	410559300
	216121500
	210117600

	Lahan Bukan Pertanian
	117387000
	310239900
	308615400

	Perairan
	57737700
	37137600
	106174800

	Awan
	8852400
	0
	0


Sumber: Analisis Data 2025

Berdasarkan hasil interpretasi peta penggunaan lahan (land use) dalam kurun waktu lima tahunan, terlihat adanya dinamika perubahan luasan lahan pertanian dan non-pertanian pada periode 2013, 2015, hingga 2020. Data menunjukkan bahwa lahan pertanian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, luas lahan pertanian tercatat sebesar 515.507.400 m², meningkat pada tahun 2015 menjadi 546.544.800 m², namun kembali menurun drastis pada tahun 2020 hingga 485.136.000 m². Penurunan ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan ke sektor lain.

Sementara itu, lahan pertanian non-sawah juga mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2013, luasnya sebesar 410.559.300 m², namun pada tahun 2015 turun menjadi 216.121.500 m², dan kembali menurun menjadi 210.117.600 m² pada tahun 2020. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya lahan untuk komoditas palawija dan hortikultura akibat pergeseran fungsi lahan ke sektor non-pertanian.

Sebaliknya, lahan bukan pertanian memperlihatkan tren yang cenderung meningkat. Dari 117.387.000 m² pada 2013, meningkat tajam menjadi 310.239.900 m² di tahun 2015, meskipun sedikit menurun menjadi 308.615.400 m² pada 2020. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ekspansi pemukiman, kawasan industri, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Komponen lain yang mengalami perubahan cukup menarik adalah perairan, yang awalnya 57.737.700 m² pada tahun 2013, berkurang menjadi 37.137.600 m² pada 2015, tetapi melonjak signifikan menjadi 106.174.800 m² pada tahun 2020. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor hidrologis seperti pembangunan waduk, bendungan, atau terjadinya perubahan tata guna lahan yang memunculkan kawasan perairan baru.

Perubahan jumlah luas lahan tersebut mengindikasikan adanya dinamika daya dukung lahan hayati yang terus mengalami tekanan. Penurunan lahan pertanian, khususnya lahan non-sawah, menunjukkan indikasi konversi ke penggunaan lain yang dapat mengancam ketersediaan lahan untuk produksi pangan jangka panjang. 

Di sisi lain, peningkatan luas lahan bukan pertanian mencerminkan adanya pertumbuhan pembangunan infrastruktur, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi non-agraris yang terus berkembang. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya fungsi ekologis lahan pertanian dan meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem hayati.

Selain itu, perubahan signifikan pada luasan perairan juga menegaskan adanya dinamika hidrologi yang dipengaruhi oleh faktor pembangunan serta variabilitas iklim. Fluktuasi tersebut sering kali berkaitan dengan keberadaan infrastruktur air dan perubahan pola curah hujan, yang memengaruhi ketersediaan maupun distribusi sumber daya air di suatu wilayah.

Secara keseluruhan, perubahan distribusi luas lahan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir terdapat pergeseran fungsi lahan yang cukup besar antara pertanian dan non-pertanian. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dalam konteks perencanaan tata ruang dan pengelolaan daya dukung lahan hayati agar keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki topografi yang beragam dan terbagi menjadi tiga kawasan utama. Pertama, wilayah utara berupa pegunungan kapur dengan fisiografi datar hingga berbukit lipatan struktural. Kedua, wilayah tengah yang berada di selatan Sungai Brantas dengan tanah subur dan sistem irigasi memadai sehingga cocok untuk tanaman palawija. Ketiga, wilayah selatan yang merupakan dataran lebih tinggi dan sesuai untuk tanaman perkebunan. Perbedaan kondisi topografi dan jenis tanah tersebut menyebabkan variasi jenis komoditas pertanian yang dapat dihasilkan di tiap kawasan.

Berdasarkan data pada tabel 4.5, hasil produksi padi tertinggi terdapat di Kecamatan Mojowarno dengan rata-rata 40.764,6 ton, sementara hasil terendah berada di Kecamatan Wonosalam dengan rata-rata 2.333 ton. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian wilayah, di mana kawasan tengah relatif lebih subur dibanding kawasan selatan yang berbukit. Selain padi, komoditas utama yang cukup dominan adalah jagung dengan rata-rata produksi tertinggi mencapai 29.079,7 ton yang juga dihasilkan di Kecamatan Mojowarno. Kecamatan ini memiliki areal pertanian terluas dengan komoditas utama berupa padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sebaliknya, hasil produksi terendah tercatat pada tanaman kacang hijau dan kedelai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, rendahnya produksi kacang hijau dan kedelai disebabkan oleh preferensi petani yang lebih memilih menanam padi, jagung, maupun tebu. Mereka menilai ketiga komoditas tersebut lebih menguntungkan dan memiliki pasar yang stabil. Harga kacang hijau cenderung berfluktuasi, sedangkan harga kedelai lokal sulit bersaing karena tingginya impor, khususnya dari Amerika Serikat. Selain itu, tanaman kacang hijau dan kedelai dianggap memiliki tingkat perawatan yang lebih rumit dibanding tanaman lain. Namun, perbedaan hasil produksi di tiap kecamatan tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor penyebab perbedaan produktivitas komoditas pangan, khususnya selain padi dan jagung
Ketersediaan Lahan

Analisis ketersediaan lahan merupakan proses untuk menilai sejauh mana lahan di suatu wilayah dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, baik untuk pembangunan permukiman, kegiatan pertanian, pengembangan sektor industri, maupun konservasi lingkungan. Tujuan utama dari analisis ini adalah memastikan pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, serta tidak menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009). Oleh karena itu, ketersediaan lahan dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam perencanaan tata ruang wilayah (BPS, 2024).

Dalam sektor pertanian, analisis ketersediaan lahan memiliki hubungan erat dengan kapasitas produksi pangan. Penilaian biasanya dilakukan dengan menghitung total produksi aktual dari berbagai komoditas pangan yang dibudidayakan. Hasil produksi tersebut kemudian diakumulasikan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ketersediaan pangan yang dapat dihasilkan dari lahan pertanian suatu daerah (Soemarwoto, 2004).

Karena setiap komoditas memiliki satuan produksi yang berbeda, maka diperlukan adanya penyetaraan satuan agar perbandingan dapat dilakukan secara objektif. Dalam praktiknya, beras digunakan sebagai komoditas acuan, sementara komoditas pangan lainnya dikonversikan berdasarkan nilai harga di tingkat produsen. Cara ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam menilai kontribusi masing-masing komoditas terhadap total ketersediaan pangan (Arsyad, 2010).

Selain itu, analisis ketersediaan lahan juga berperan penting dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Dengan mengetahui kapasitas lahan dan hasil produksi riil, pemerintah dapat menetapkan prioritas penggunaan lahan, mengidentifikasi kebutuhan perluasan atau perlindungan kawasan pertanian, serta merumuskan strategi diversifikasi pangan. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam mengantisipasi masalah ketahanan pangan, khususnya di wilayah yang mengalami alih fungsi lahan yang masif (Suryana, 2014).

Tabel 2 Harga Setiap Komoditas Di Tingkat Produsen

	Jenis Komoditi
	Harga di tingkat Produsen (Rupiah/Kg)

	Padi
	Rp. 7.000,00

	Jagung
	Rp. 4.500,00

	Ubi Kayu
	Rp. 3.000,00

	Ubi Jalar
	Rp. 3.000,00

	Kacang Tanah
	Rp. 24.500,00

	Kedelai
	Rp. 9.000,00

	Kacang Hijau
	Rp. 15.000,00

	Beras
	Rp. 11.500,00


Sumber : Wawancara Pengepul 2025
Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber, yaitu pengepul tanaman palawija (padi dan jagung), pengepul tanaman kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai), serta pengepul tanaman umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar), diperoleh informasi bahwa harga komoditas pertanian di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi. Beberapa jenis tanaman mengalami kenaikan harga, sementara sebagian lainnya justru mengalami penurunan.

Pada bulan November 2024, kenaikan harga terjadi pada komoditas padi dan jagung. Harga padi di tingkat produsen meningkat dari Rp6.500 menjadi Rp7.000 per kilogram, sedangkan harga jagung naik dari Rp3.800 menjadi Rp4.500 per kilogram. Sebaliknya, komoditas ubi kayu mengalami penurunan harga, dari Rp2.800 menjadi Rp3.000 per kilogram. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika pasar yang dipengaruhi oleh ketersediaan hasil panen serta perubahan musim.

Tabel 3 Data Perhitungan Ketersediaan Lahan Di Kabupaten Jombang

[image: image2.emf]No  Kecamatan  Nilai Produksi  (Rp)  Harga Beras   (Rp/Kg)  Produktivitas Beras   ( Kg /Ha)  Ketersediaan  Lahan (Ha)  

Ʃ(Pi x Hi)  Hb  Ptvb  SL  

1.  Bandar  KM  212149850  Rp. 11.500 ,00  6 .100  3024 , 23  

2.  Perak  217402850  Rp. 11.500 ,00  6 . 1 00  3099 , 11  

3.  Gudo  246997400  Rp.11.500,00  6.100  3520,99  

4.  Diwek  237104650  Rp.11.500,00  6.300  3272,67  

5.  Ngoro   283027800  Rp.11.500,00  6.100  4034,61  

6.  Mojowarno  420022350  Rp.11.500,00  6.200  5890,92  

7.  Bareng   297948700  Rp.11.500,00  6.000  4318,10  

8.  Wonosalam  166063150  Rp.11.500,00  5.900  2447,50  

9.  Mojoagung   216493750  Rp.11.500,00  6.200  3036,38  

10.  Sumobito   303385250  Rp.11.500,00  6.300  4187,51  

No  Kecamatan  Nilai Produksi  (Rp)  Harga Beras   (Rp/Kg)  Produktivitas Beras   (Kg/Ha)  Ketersediaan  Lahan (Ha)  

Ʃ(Pi x Hi)  Hb  Ptvb  SL  

11.  Jogoroto   163396500  Rp.11.500,00  6.300  2255,30  

12.  Peterongan   185861050  Rp.11.500,00  6.100  2649,48  

13.  Jombang   175658900  Rp.11.500,00  6.100  2504,05  

14.  Megaluh   181643400  Rp.11.500,00  6.200  2547,59  

15.  Tembelang   235339800  Rp.11.500,00  6.300  3248,31  

16.  Kesamben   283256450  Rp.11.500,00  6.300  3909,68  

17.  Kudu   87987450  Rp.11.500,00  6.800  1125,16  

18.  Ngusikan   101217150  Rp.11.500,00  6.200  1419,60  

19.  Ploso   121196400  Rp.11.500,00  6.000  1756,47  

20.  Kabuh   207494300  Rp.11.500,00  6.300  2863,97  

21.  Plandaan   207956200  Rp.11.500,00  6.300  2870,34  

 


Sumber: Analisis Data 2025

Menurut pandangan para narasumber, produksi pada musim ini lebih rendah dibandingkan musim sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh transisi musim kemarau ke musim penghujan yang memengaruhi kondisi lahan dan hasil panen. Walaupun demikian, mereka menilai harga komoditas relatif lebih stabil dibandingkan dengan musim sebelumnya. Stabilitas harga ini memberi keuntungan tersendiri bagi petani, khususnya yang menanam palawija seperti padi dan jagung.

Mayoritas petani di Kabupaten Jombang lebih memilih menanam padi dan jagung. Selain karena kedua komoditas ini merupakan bahan pangan pokok yang memiliki pasar luas, harga jualnya juga relatif lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Sementara itu, komoditas lain seperti kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar biasanya hanya dijadikan tanaman selingan atau memanfaatkan lahan yang tidak digunakan untuk padi dan jagung.

Dalam menghitung jumlah aktual produksi komoditas tanaman pangan, diperlukan pula data harga beras (Hb) serta tingkat produktivitas beras (Ptvb). Produktivitas beras menjadi komponen penting dalam analisis ketersediaan lahan karena mencerminkan hasil produksi padi per satuan luas panen. Rumus perhitungannya diperoleh dari pembagian jumlah produksi padi dengan total luas panen (Kg/Ha). 

Kebutuhan Lahan

Analisis kebutuhan lahan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui serta memperkirakan tingkat kebutuhan lahan di suatu wilayah dengan cara membandingkan jumlah penduduk dengan luas lahan yang diperlukan agar setiap individu dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Perhitungan luas lahan per kapita dilakukan dengan membagi kebutuhan hidup layak per penduduk (KHLL) dengan angka produktivitas beras. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, kebutuhan hidup layak per kapita ditetapkan sebesar 1 ton atau 1.000 kg setara beras per tahun, sedangkan angka produktivitas beras diperoleh dari data empiris hasil pertanian.

Tabel 4 Data Perhitungan Kebutuhan Lahan Di Kabupaten Jombang

[image: image3.emf]No  Kecamatan  Jumlah  penduduk  (jiwa)  Luas Lahan   guna  Hidup  Layak Per Penduduk  ( Ha /Jiwa)  Kebutuhan  Lahan ( Ha )  

N  KHL L  DL  

1.  Bandar  KM  52.604  0, 1639 4  8623 , 61  

2.  Perak  59.098  0, 1639 4  9688 , 20  

3.  Gudo  58.822  0, 1639 4  9642 , 95  

4.  Diwek  114.020  0, 15873  18098 , 41  

5.  Ngoro   80.348  0, 1639 4  13171 , 80  

6.  Mojowarno  99.451  0, 16129  16040 , 48  

7.  Bareng   59.428  0, 166 , 67  9904 , 67  

8.  Wonosalam  35.059  0, 16949  5942 , 20  

9.  Mojoagung   83.844  0, 16129  13523 , 23  

10.  Sumobito   90.223  0, 15873  14321 , 11  

11.  Jogoroto   74.082  0, 15873  11759 , 05  

12.  Peterongan   70.502  0, 16393  11557 , 70  

13.  Jombang   143.301  0, 16393  23491 , 97  

14.  Megaluh   41.502  0, 16129  6693 , 87  

15.  Tembelang   57.135  0, 15873  9069 , 05  

16.  Kesamben   68.829  0, 15873  10925 , 24  

17.  Kudu   32.868  0, 14706  4833 , 53  

18.  Ngusikan   23.768  0, 16129  3833 , 55  

19.  Ploso   43.430  0, 16667  7238 , 33  

20.  Kabuh   43.376  0, 15873  6885 , 08  

21.  Plandaan   38.820  0, 15873  6161 , 90  

 

Sumber : Analisis Data 2025
Selanjutnya, total kebutuhan lahan (DL) dapat dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk (N) dengan KHLL yang telah ditentukan. Hasil perhitungan ini penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan pertanian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan kebijakan pangan berkelanjutan.

Daya Dukung Lahan Hayati
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2007, status daya dukung lahan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara kebutuhan lahan (DL) dengan ketersediaan lahan (SL) yang telah diperoleh dari hasil perhitungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari total 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, seluruh wilayah mengalami kondisi kebutuhan lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang ada. Hal ini menandakan bahwa status daya dukung lahan di Kabupaten Jombang berada dalam kondisi defisit, artinya kebutuhan lahan (DL) melebihi ketersediaan lahan (SL).

Tabel 5 Data Perhitungan Daya Dukung Lahan Hayati Di Kabupaten Jombang

[image: image4.emf]No  Kecamatan  Ketersediaan  lahan (Ha)  Kebutuhan  lahan (Ha)  Status  

SL  DL  

1.  Bandar KM  3024.23  8623.61  Defisit   

2.  Perak  3099.11  9688.20  Defisit  

3.  Gudo  3520.99  9642.95  Defisit  

4.  Diwek  3272.67  18098.41  Defisit  

5.  Ngoro   4034.61  13171.80  Defisit  

6.  Mojowarno  5890.92  16040.48  Defisit  

7.  Bareng   4318.10  9904.67  Defisit  

8.  Wonosalam  2447.50  5942.20  Defisit  

9.  Mojoagung   3036.38  13523.23  Defisit  

10.  Sumobito   4187.51  14321.11  Defisit  

11.  Jogoroto   2255.30  11759.05  Defisit  

12.  Peterongan   2649.48  11557.70  Defisit  

13.  Jombang   2504.05  23491.97  Defisit  

14.  Megaluh   2547.59  6693.87  Defisit  

15.  Tembelang   3248.31  9069.05  Defisit  

16.  Kesamben   3909.68  10925.24  Defisit  

17.  Kudu   1125.16  4833.53  Defisit  

18.  Ngusikan   1419.60  3833.55  Defisit  

19.  Ploso   1756.47  7238.33  Defisit  

20.  Kabuh   2863.97  6885.08  Defisit  

21.  Plandaan   2870.34  6161.90  Defisit  

 


Sumber : Analisis Data, 2025
Proyeksi Daya Dukung

Proyeksi daya dukung lahan di Kabupaten Jombang merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui sejauh mana lingkungan mampu menyediakan kebutuhan hidup layak bagi penduduknya di masa mendatang. Proyeksi ini dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk berdasarkan data jumlah penduduk awal dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun dasar. Dalam perhitungannya digunakan metode geometrik dengan asumsi bahwa luas ketersediaan lahan di Kabupaten Jombang bersifat konstan.

Metode geometrik dipilih karena dinilai memiliki tingkat validitas yang tinggi dalam memperkirakan pertumbuhan penduduk, sehingga hasilnya cukup akurat untuk digunakan sebagai dasar proyeksi (Priyambodo, 2021). Hasil proyeksi jumlah penduduk selanjutnya dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia, sehingga dapat diketahui kondisi proyeksi daya dukung lahan di wilayah tersebut.

Adapun perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Jombang menggunakan rumus:

Pt = P0 x (1+r)t

P20 = 1.370.510 x (1+ 0,0078)20

P20 = 1.370.510 x (1,0078)20

P20 = 1.370.510 x 1,167

P20 = 1.599.366 jiwa

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun ke depan jumlah penduduk Kabupaten Jombang diperkirakan mencapai 1.599.366 jiwa atau meningkat sekitar 16,7% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yang sebesar 1.370.510 jiwa. Jika diasumsikan kebutuhan lahan per kapita adalah 0,16155 hektare, maka total kebutuhan lahan pada 20 tahun mendatang diperkirakan mencapai 258.377,62 hektare. Dengan demikian, pada periode tersebut status daya dukung lahan Kabupaten Jombang diproyeksikan berada dalam kondisi defisit, karena ketersediaan lahan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup layak seluruh penduduk
PEMBAHASAN 

Ketersediaan Lahan

Setiap kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki tingkat ketersediaan lahan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk, sistem pengelolaan lahan, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah. Ketersediaan lahan merupakan aspek penting dalam menentukan kapasitas suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi penduduknya. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan hasil produksi berbagai komoditas pangan, yang kemudian dikonversi ke dalam variabel total nilai produksi, harga beras, luas panen padi, dan produktivitas beras. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ketersediaan lahan berdasarkan Permen LH No. 17 Tahun 2009 (Akuba et al., 2019).

Setelah diketahui rata-rata produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang, langkah berikutnya adalah melakukan penyetaraan ke dalam bentuk beras dengan memperhitungkan harga komoditas. Data harga diperoleh melalui wawancara dengan petani setempat. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.7, Kecamatan Mojowarno tercatat memiliki nilai produksi tertinggi, yaitu Rp 420.022.350, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya produksi padi. Sebaliknya, Kecamatan Kudu menunjukkan nilai produksi terendah sebesar Rp 87.987.450.

Secara keseluruhan, ketersediaan lahan di Kabupaten Jombang mencapai 63.981,96 hektare. Kecamatan Mojowarno memiliki ketersediaan lahan terbesar (5.890,92 ha), disusul Kecamatan Bareng (4.318,10 ha), Sumobito (4.187,51 ha), Ngoro (4.034,61 ha), dan Kesamben (3.909,68 ha). Sementara itu, ketersediaan lahan terendah berada di Kecamatan Wonosalam (2.447,50 ha), Jogoroto (2.255,30 ha), Ploso (1.756,47 ha), Ngusikan (1.419,60 ha), dan Kudu (1.125,16 ha).

Perbedaan luas ketersediaan lahan ini erat kaitannya dengan kondisi fisik wilayah, iklim, serta aktivitas penduduknya. Kecamatan yang memiliki ketersediaan lahan lebih luas umumnya didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Hal ini selaras dengan kondisi topografi serta iklim yang mendukung produktivitas pertanian, sehingga hasil produksi pun lebih tinggi. Kecamatan dengan ketersediaan lahan yang sempit umumnya memiliki areal pertanian terbatas, sehingga penduduk lebih banyak beralih ke sektor non-pertanian. Menurut Hidayati et al. (2020), faktor iklim seperti curah hujan dan suhu berpengaruh terhadap produktivitas lahan hayati karena berkaitan dengan ketersediaan air serta kesesuaian lahan untuk komoditas tertentu. Ketidakselarasan pemanfaatan lahan dengan kondisi iklim dapat menimbulkan penurunan produktivitas sekaligus mempercepat degradasi lahan. Oleh karena itu, analisis ketersediaan lahan tidak hanya menitikberatkan pada aspek produksi dan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan keterkaitannya dengan lahan hayati dan kondisi iklim yang menunjang keberlanjutan sistem pertanian
Kebutuhan Lahan

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang telah mencapai 1.370.510 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,78% per tahun menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kebutuhan lahan di wilayah ini. Menurut Utama et al. (2016), pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mendorong peningkatan kebutuhan lahan yang pada akhirnya menyebabkan konversi lahan pertanian produktif menjadi perumahan maupun fasilitas non-pertanian lainnya. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan lahan hayati karena lahan pertanian berperan penting dalam menjamin ketahanan pangan.

Total kebutuhan lahan di Kabupaten Jombang mencapai 221.405,93 hektare. Kecamatan Jombang menempati posisi tertinggi dengan kebutuhan lahan sebesar 23.491,97 hektare dan jumlah penduduk 143.301 jiwa. Disusul oleh Kecamatan Diwek dengan kebutuhan lahan 18.098,41 hektare (114.020 jiwa), serta Kecamatan Mojowarno dengan kebutuhan lahan 16.040,48 hektare (99.451 jiwa). Sementara itu, kebutuhan lahan terendah terdapat di Kecamatan Ngusikan, Kudu, dan Wonosalam yang masing-masing memiliki kebutuhan lahan di bawah 6.000 hektare dengan jumlah penduduk kurang dari 36.000 jiwa.

Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kecamatan, semakin besar pula tekanan terhadap lingkungan karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk memenuhi kehidupan layak masyarakat. Meskipun Kecamatan Mojowarno memiliki ketersediaan lahan yang luas, posisinya hanya menempati urutan ketiga dalam kebutuhan lahan. Hal ini berbeda dengan Kecamatan Jombang yang menempati urutan pertama karena merupakan pusat pemerintahan kabupaten, sehingga jumlah penduduknya lebih besar dibanding kecamatan lain.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Akuba et al. (2019) di Gorontalo Utara yang menunjukkan bahwa faktor jumlah penduduk dan luas lahan merupakan penentu utama dalam perhitungan daya dukung lingkungan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar cenderung memiliki kebutuhan lahan lebih tinggi, terutama pada wilayah pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Hal serupa juga relevan di Kabupaten Jombang, di mana pertumbuhan penduduk yang terpusat di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Jombang meningkatkan tekanan pada daya dukung lahan hayati
Daya Dukung Lahan Hayati

Penentuan status daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan lahan (SL) dengan kebutuhan lahan (DL). Berdasarkan analisis yang mengacu pada Permen LH No. 17 Tahun 2009, diperoleh hasil bahwa dari total 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, seluruhnya memiliki status SL < DL (lihat Tabel 4.9). Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Jombang berada pada kategori defisit, karena ketersediaan lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk untuk hidup layak.

Salah satu faktor utama penyebab defisit adalah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan lahan, sehingga daya dukung lingkungan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Akuba et al. (2019) yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan luas lahan garapan semakin sempit dan menimbulkan tekanan berlebih pada lahan, yang akhirnya menjadikan status daya dukungnya defisit.

Selain faktor jumlah penduduk, daya dukung lahan juga dipengaruhi oleh produktivitas pertanian di suatu wilayah. Daerah dengan hasil panen tinggi relatif lebih mampu menopang kebutuhan penduduknya dibandingkan daerah dengan hasil panen rendah. Penelitian Syahidin (2021) di Kabupaten Sragen memperkuat temuan ini, di mana 12 kecamatan tercatat berstatus defisit sedangkan 8 kecamatan berstatus surplus. Perbedaan status tersebut dipengaruhi oleh kapasitas produksi padi yang bervariasi di tiap kecamatan. Kecamatan dengan status surplus memiliki produktivitas padi yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, sedangkan kecamatan dengan status defisit memiliki produksi padi yang rendah namun beban kebutuhan penduduk yang lebih besar.

Dengan demikian, kondisi defisit daya dukung lahan di Kabupaten Jombang dapat dipahami sebagai dampak kombinasi dari meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan kapasitas produksi lahan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan lahan hayati secara berkelanjutan agar keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan dapat tercapai
Proyeksi Daya Dukung
Proyeksi daya dukung lahan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk apabila ketersediaan lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Selain itu, hasil proyeksi juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan pembangunan di masa mendatang. Metode ini dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah proyeksi penduduk pada tahun ke-n, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak penduduk pada periode tersebut.

Di Kabupaten Jombang, proyeksi daya dukung lahan ditujukan untuk mengetahui batas kemampuan maksimal lahan sekaligus ketercukupan pemanfaatannya. Dalam penentuan tersebut digunakan metode proyeksi geometrik untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun ke-n. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Kabupaten Jombang dalam 20 tahun mendatang diproyeksikan mencapai 1.599.366 jiwa, atau mengalami kenaikan sekitar 16,7% dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini yang tercatat sebanyak 1.370.510 jiwa.

Hasil proyeksi jumlah penduduk tersebut kemudian dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak serta ketersediaan lahan. Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa status daya dukung lahan Kabupaten Jombang dalam 20 tahun ke depan berada pada kondisi defisit. Temuan ini sejalan dengan penelitian Imamsyah (2020) yang menyatakan bahwa lahan pertanian di Desa Sandik pada tahun 2020 juga mengalami defisit, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Perhitungan proyeksi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan lahan tidak bertambah secara signifikan. Kondisi ini membuktikan bahwa wilayah tersebut belum mampu mencapai swasembada pangan secara mandiri.
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Gambar 1 Diagram Proyeksi Penduduk, Kebutuhan Lahan, Ketersediaan Lahan tahun 2024-2044 di Kabupaten Jombang


Berdasarkan hasil analisis pada diagram tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan lahan untuk memenuhi standar hidup layak di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat secara langsung memperbesar kebutuhan terhadap lahan, baik untuk kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, maupun aktivitas ekonomi dan sosial lainnya. Sementara itu, ketersediaan lahan di Kabupaten Jombang cenderung tetap dan bahkan mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian, seperti permukiman, infrastruktur, dan kawasan industri.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan yang ada. Proyeksi dari tahun 2024 hingga 2044 menunjukkan bahwa lahan yang tersedia tidak lagi mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak setiap penduduk. Dengan demikian, status daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang dapat dikategorikan dalam kondisi defisit. Situasi ini berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengancam keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan, seperti optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan.

PENUTUP

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 17 tahun 2009 diketahui bahwasanya ketersediaan lahan (SL) di Kabupaten Jombang tiada bisa guna memenuhi kebutuhan (DL) hidup layak perpenduduk. Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jombang mengalami defisit maupun terlampaui. Hal tersebut dapat menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat Kabupaten Jombang termasuk salah satu penyumbang produksi padi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. 

Pertambahan penduduk serta kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya lahan pertanian menjadi salah satu faktor penyebab keterbatasan jumlah luas ketersediaan lahan di Kabupaten Jombang. Pertambahan jumlah penduduk yang seiringan dengan adanya alih fungsi lahan menyebabkan jumlah lahan pertanian di Kabupaten Jombang mengalami penurunan hingga 9,1% di dalam jangka waktu 10 tahun. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol dikhawatirkan bisa menyebabkan perubahan luas lahan yang lebih massif. Proyeksi daya dukung lahan hayati di Kabupaten Jombang menunjukkan ketidakmampuan lahan guna menopang kebutuhan penduduk pada 20 tahun mendatang. Oleh karena itu diperlukan kebijakan mulai dari saat ini guna minimalisir defisit lahan yang lebih besar.

Saran 

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan ketersediaan data statistic yang bisa digunakan guna menunjang keberlangsungan penelitian.

2. Perlunya kerjasama pemerintah serta masyarakat guna menjaga kelestarian lahan pertanian.

3. Perlunya sosialisasi program intensifikasi pertanian sebagai pemanfaatan lahan sempit yang bisa digunakan guna pemaksimalan hasil panen.

4. Masyarakat serta pemerintah diharapkan bisa bekerjasama guna membatasi jumlah kelahiran demi mengurangi resiko defisit lahan berlebih.

5. Pemerintah bisa melaksanakan perawatan lahan yang kurang subur sehingga menjadi subur guna menambah luas lahan pertaian serta hasil produksi pertanian
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